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3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.” 
 

 

Pasal 15 ayat (6) huruf g 

“mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk 
mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-
PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL 
SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model 
C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, 
Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-
DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL 
SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan 
Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model 
C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 
1. formular Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam      

 huruf c; dan 
2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d;” 
 

Pasal 18 ayat (2)  

“PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan 
menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk 
dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.” 

 

Ayat (3)  

“Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK 
mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan 
Panwaslu Kecamatan.” 

Dan pada faktanya saksi Pemohon pada 6 (enam) Kecamatan yakni 

Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Makarti Jaya, 

Kecamatan Selat Penuguan, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan 

Muara Sugihan, tidak pernah menyatakan keberatan dalam formulir Model 

D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU serta menerima hasil 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dengan 

menandatangani Model D. HASIL KECAMATAN-DPR (Bukti T4) dan saksi 

Pemohon pada 15 (lima belas) Kecamatan juga tidak pernah menyatakan 

keberatan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan 

Saksi-KPU (Bukti T-5); 










